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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penuniang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
instansi/unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

7. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola
yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan
keuangan BLUD.

8. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang diberikan oleh
BLUD termasuk imbalan atas hasil yang wajar dari investasi dana, dapat
bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi
BLUD dalam menyusun besaran tarif layanan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. mewujudkan pola tarif yang berkeadilan, sistematis, terstruktur,
transparan dan akuntabel;

b. mewujudkan penyelenggaran pelayanan publik yang bermutu dan peran
serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan di BLUD;dan



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(2)

(1)

(2)

c. terwujudnya kontinuitas dan pengembangan layangan,
keterjangkauannya daya beli masyarakat dan kompetisi yang sehat.

BAB II
PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 3

BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyerahan
barang/jasa kepada masyarakat.

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif
dan/atau pola Tarif.

Tarif layanan sebaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
a. Perhitungan biaya, per unit layanan; atau
b. hasil per investasi dana.

Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup
seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan
barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.

Tarif Layanan sebagaimana dimarksud padn ayat (4) dihitung dengan
akuntansi biaya.

Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang
menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh
BLUD selama periode tertentu.

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi
BLUD yang mengelola dana.

Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas atas
perhitungan biaya per unit layanan atas hasil per investasi dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau
penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundarg-
undangan.

Pasal 4

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) merupakan
penyusunan Tarif dalam bentuk:

a. Nilai nominal uang; dan/atau

b. Presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan
kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.

Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) merupakan
penyusunan Tarif dalam bentuk formula.

Pasal 5

Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek
kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran
Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu
penetapan Tarif.

Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati.
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Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan
Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.

Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
keseluruhan atau per unit layanan.

Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:

a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. Unsur perguruan tinggi dengan bidang keilmuan yang bersesuaian dengan
jenis kegiatan BLUD;dan

d. Lembaga profesi.

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 6

Pemimpin dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan
baru yang belum ditetapkan tarifnya dan/atau layanan yang mengalami
penyesuaian perhitungan biaya per unit layanan.

Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan
kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh pemimpin.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalamm Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara / .
Kepala Bagian Hukum ;




